BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut:

1. Struktur organisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh karena jumlah account
representative  yang tidak sebanding dengan semakin
bertambahnya jumlah wajib pajak yang telah mendaftarkan diri
menjadi wajib pajak.

2. Kualitas layanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Hal ini diduga karena kualitas layanan yang buruk tidak akan
menyebabkan tingkat kepatuhan menurun, selain itu adanya
aparat yang lalai dalam memberikan kualitas prima tidak
menyebabkan wajib pajak menjadi enggan untuk membayar
pajak dengan datang langsung ke kantor pajak serta kurangnya
jumlah account representative juga dapat mengurangi kualitas
layanan yang diberikan oleh aparat pajak.

3. Fasilitas layanan  menggunakan  teknologi  informasi
mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Hal ini dikarenakan para wajib pajak lebih suka
melakukan segala sesuatu dengan instan seperti menggunakan
fasilitas E-System yang mempermudah penyetoran dan

pembayaran pajak. Selain itu, kemampuan wajib pajak dalam
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menggunakan teknologi internet sudah cukup baik karena
dewasa ini, teknologi informasi sudah semakin dipermudah.

Kode etik mempengaruhi secara signifkan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hal ini diduga semakin banyaknya para aparat yang
semakin menjalankan dan menerapkan kode etik dalam etika
perpajakan sehingga menyebabkan timbulnya persepsi dari para
wajib pajak bahwa sistem administrasi perpajakan sudah benar-

benar dibenahi.

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya di Plasa Marina Surabaya

sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.

2. Banyaknya tenant yang tidak dijaga langsung oleh pemiliknya
ataupun pemilik tenant menolak mengisi (karena menyangkut
pajak).

5.3 Saran

Adapun saran-saran yang diberikan untuk masa mendatang

adalah sebagai berikut:

1.

Sosialisasi mengenai sistem administrasi perpajakan diharapkan
semakin ditingkatkan lagi oleh pemerintah pada kantor pajak,
serta untuk lebih mempermudah lagi format pengisian SPT

mengingat banyak para wajib pajak yang belum semuanya
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memahami cara dalam mengisi SPT. Hal lain yang perlu
diperhatikan juga dalam hal penerapan kode etik oleh setiap
bagian dalam struktur organisasi kantor pajak agar citra kantor
pajak semakin baik dimata masyarakat.

Kepada pihak wajib pajak, hendaknya lebih membuka wawasan
dan merubah pola pikir bahwa tidak semua aparat melakukan
kecurangan dalam hal perpajakan sehingga kepatuhan akan
membayar pajak dapat dibangun.

Untuk penelitian selanjutnya, metode penelitian yang digunakan
hendaknya tidak berfokus hanya dengan menggunakan survey
kuesioner, akan tetapi dapat lebih diperluas dengan cara
wawancara secara langsung terhadap wajib pajak agar data yang

diperoleh menjadi lebih akurat.
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